
b. bahwa berdasarkan pe.rtimbangao sebagaimana 
climaksud pada hucuf a, maka Organisasi Fung:si. 
Togas dan Tata Kerja Unit Pclaksana Teknis Daerah 
PengeJidaJian Pendudak, Pemberdayaan Perempuan 
dan Pedindungan Aoak Pada Dioas Jlengenda!ian 
Pendudak. Xeluarga Berencana, Pcmberdaya.an 
Perempuan dan Pcdindungan Anak Kabupal:eo 
Cirebon, perlu ditetaplw.n dengao Perafuran Bupali. 

M.enimbang · a. bahwa untnk melaksaoakao lretentuan Pasal 7 
Peraturan 8upati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
tentaug Pembentukan Unit Pclaksana Teknis Daerah 
pada Dinas dan Badao di Llnglrungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon sebagairnaoa diubah dcngan 
Peratu.ra:n Bupati. Cirebon .Nomor 18 Tabon 2018 
tentang Perubahao Atas Pemtaran Bupati Cicebon 
Nomor 11 Ta.bun ~018 Tenta:ng Pembentukao Unit 
Pelaksaoa Teknis Daerah Pa.da Dioas Dan Badan Di 
L:ingkungan l"emerintah Kabupaten Cirebon, maka 
dipandang- perlu untuk mengatur Organisasi Fungsi, 
Togas Pokok dan Tata.Kerja pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah PengendaJian Penduduk, Pemberdayaan 
Perempaan dan Perlindnngan, Aoak Pad.a Dinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan clan Perlindungan Anak 
Kabupateo Cireboo; 

1A1PATJ cmceo•, 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

• 

PERATORAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 35 Tabun 2018 

1'ENTANG 

ORGAlllBASI, PUJfG&I, TUGAS POKOK DAii TATA KBR.JA 
UWff Pl:1-4KSUA JBlilUS DU'PARn.GBIIDAJJ&lf PEHDODUK, 

PPNPBR.DAYAAII PBRBIIPUAII DAll PBRUIIDO][~ AKAK PADA DDIAS 
• PSIIGll:BDAUAlf PUDODO&. KKI-UARGA BEPEl(CAWA, AYAAW 

Pl:Rl:IIPUAII DAii PRPLCNDON~ AWAK KABUPATZII CIRrPOJI 

IOIIOR 35 TABUJI 2018, S£Rl b. 3 

BE.RITA DAERAR KABUPATEII CIREBOII 

• • 
.· 
t 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
.Lernbaran 'Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan, Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 l O ten tang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan. Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 rentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 74, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Norn.or 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir 
dengan Urrdang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabuo 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4890); 

2. Undang-Unda.og Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengetolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'l'ahun 2002 Nomor 109 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

Menglngat 

• 

• 

• 

,, 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah 
Kabupalen Cirebon Tahnn 2Ql8 Nornor 1, Seri E. I); 

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Organisasi clan Tata Kerja Dlnas Daerah 
Kabupaten Cirebori {Berita Daerab Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10); 

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 
tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada 
DLnas Kesehatan (Be:rita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nomor 73, Seri D. 22}; 

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor I l Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas clan Sadan di Lingkungan Pernerintah 
Kabupaten Cirebon [Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 11, Seri D. l), sebagaimana 
telah diubab dengan Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 
Tentang Pembentukan Uriit Pelaksana Teknis Daerah 
Pada Dinas Dan Badan Di Llog)ruogan Pemerintah 
Kabupaten Cireben (Berita Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2018 Nomor 18, Seri 0.2). 

• 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pernerintahan 
Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupateo Cirebon Tabun 2016 Nomor 16, 
Seri 0.7); 

• 

9. 1'eraturan Menter! Dalam Negeri Nemer 12 Tahun 2017 
Tentang Pedoman Pembentukan Dan. Klasifikasi 
Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 451); 

10. Peraturan Daerab Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentuka:n dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, 
Seri D.7); 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah ~bupate1.1 Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berenc-aha, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat 
DPPKBP3A; 

5. kepala Dinas -adalah Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindurigan. Anak Kabupaten Cirebon; 

q. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, 
Pember,dayaan Perempuan dan Pertindungan A.oak yang 
selanjutnya disingkat UPTD PS.A pada Dinas 

'Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pernberdayaan Perernpuan. dan Perlindungan Anak 
Kabupaten Cirebon; 

7. _Kepala UPTD Pengeridalian Penduduk, Pernberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan AQ.<!,k yaT)g selanjntnya 
disingkat Kepala UPTD P5A pada Dinas Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, Pernberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan A:nak Kabupaten Cirebon; 

8. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut 
Kasubbag TU -pada UPTD P5A pada Dinas Pengerrdalian 
Penduduk, Keluarga Bereneana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon; 

9. Jabatan Fungsfonal adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsionai yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANI~I FUNGSI, 
TUGAS POKOK DAN TATA lmRJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK, 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, 
J{ELUARGA BERENCANA; PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABU.,ATEN CIREBON 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

• 

• 



(1) Susunan Organisasi UPTD PSA tipe A terdiri dari: 
a. Kepala lJPrD; 
b. Subbagian Tata Usaha; dao 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Susunan Organisasi UPTD P5A tipe B, terdiri dari : 
a. Kepala UPTD; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagan Struktur Organisasi UPTO PSA Kabupaten Cirebon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tereantnm c1a1am Lampiran r dan Lampiran Il yang 
merupakao bagian tidak terpisahkan dari Pcraturan Bupati 
ini. 

Pasal 3 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASl, FUNGSI DAN TOGAS POKOK 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisaai • 

(1) Setiap jabatan struktural pada UPTD P5A mempunyai 
tugas umum. 

(2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang 
llngkup UPTD P5A sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1), meliputi: 
a. memimpio dan mempertan~awabkan k~rao; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran; 
c. menyusun standar teknis dan standar operasional 

prosedur; 
d. mengoorclinasikan kegiatan dengan unit kerja lain; 
e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada 

pegawai; 
f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dao 

program sebagai bahan perencanaan dan 
pengendalian; 

g. mengawasi dan mengendalikan _pelaksanaan, 
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan 
kinerja pegawai; 

h. rnembina, .rnenilai dan mengevaluasi tugas dan 
kinerja pegawai; 

i. memberikan saran, masukan dan bahan 
pertimbangan kepada pirupinan: dan 

J. melaporkan kegiatan kepada pimpinan. 

• 

Pasal 2 

BAB II 
TOGAS lJMUM JABATAN STRUKTURAL 



Paragraf Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 5 

(1) Subbagian Tata Osaha mempunyai fungsi : 
a. pelaksaoaao urusan surat menyurat, kearsipan dan 

dokumentasi; 
b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. pelaksanaaa urusan keuangan: 
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dao rumah 

tangga; dan 
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh. kepala 

UPTD sesual deogan tugas dan Iungsinya, 

• 

KB, 
serta 

(I) Kepala UPT'D rnempunyai lungsi : 
a. penyusunan perencanaan dan program UPTD; 
b. pelaksanaan pengendalian kualitas dan kuantitas 

penduduk; 
c. pelaksanaan pelayanan advokasi, komunikasi, 

infonnasi dan edukasi (KIE) serta pengawasan dan 
pembinaan program pengendalian penduduk dan 
keluarga sejahtera, keluarga berencana/ kesehatan 
reproduksi, pernberdayaan perernpuan dan 
pengarusutamaan gender, perlindungan perernpuan 
dan anak; 

d. pelaksanaan penggerakan program 
pemberdayaan dan peningkatan peran 
organisasl kemasyarakatan; 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
IJPTD; 

l pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UP'I'D; 
dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan rugas dan fungsinya. 

(2) Kepala UPTD P5A adalah pimpinan UPTD P5A yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui 
Sckretaris Dinas . 

(3) Kepala UP'I'D P5A mempuoyai tugas pokok 
melaksanakan kebjjakan pengendalian penduduk, 
pernberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

• 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Fungal dan Tugas Pokok 

UPTD PSA tipe- A 
Paragraf Kesatu 

Kepala UPTD 



(!) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7, terdiri dari pegawai yang mem.angku 
jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional 
masing-masing. 

Pasal8 

BAB IV 
K~LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 7 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Oinas 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seeuai 
dengan kebutuhan. 

• 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 
Subbagian Tata Usaha (unsur staf] yang melaksanakan 
tugas di bawah dan bertanggurrgjawab kepada Kepala 
lJPTD. 

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, 
surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta 
perlengkapan dan rumah tangga, 

Bagian Ketiga 
Fungsi dan Tug-as Pokok 

UPTD PSA tipe B 
Paragraf Kesatu 

Kepala VPTD 
Pa:sa16 

{1) Kepala UPTD mempunyai fu.ngsi : 
a. pelaksanaan perencanaan dan program UPTD; 
b. pelaksanaan. koordinasi dan penge.mbangan 

pengendalian _penduduk, pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak di kecamatan; 

c. pelaksanaan 'uruaan tata usaha dan rumah tangga 
UP1D; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD 
dan 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberi.kan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Kepala UPl'I) P5'A adalah pimpinan UPTD PSA yang 
bertanggung jawab kepada Kepala D.inas melalui 
Sekretaris Dinas. 

(3) Kepala UPTD P5A mernpunyai tugas pokok memimpin, 
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas Ul?TD di bidang Pengendalian Penduduk, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

• 

• 



BAB VIII 
HAL MEWAKILI 

Pasal L2 

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat 
menunjuk Kasubbag TU atau Pejabat Fungsional 
berdasarkan senioritas, 

BAB VII 
PELAPOR,\N 

Pasal 11 

(l.) Kepala tJPTD wajib mernberikan laporan pelaksanaan 
tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui 
Sekretaris Dinas. 

(2) Pengaturan mengenai laporan dan cara 
penyampaiaimya berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

• 
Pasal 10 

Wilayah kerja UPTD P5A sesuai dengan tempat kedudukan 
UPTD PSA di masing-masing Kecamatan, 

BAB VI 
WILAYAH KERJA 

Pasal 9 

(1) Dalam melak:sanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala 
Subbagian Tata Usaha dan, Pejabat Fungsiona1 wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antara satuan 
organisasi dalam lingkungan Pemerintab Daerah serta 
instansi lain sesuai dengan -rugas masing-mastng, 

(2) Kepala UPTD berkewajiban memberikan petunjuk, 
bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/ 
Bawahan yang berada dalam. lingkungannya . 

(3) Pejabat Fungsional pada UPTD PSA, secara reknls 
administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
dan secara teknis operasional berada di bawah 
koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPTD. 

• 

(2) .Jenls jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional 
aebagalmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai 
kebutuhan dan beban kerja. 

BABV 
TATAKERJA 



RAHMAT SUTRIS O 
SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 35 , SERI D. 

• 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1 ·~'"'-e ,::J1~ 

SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN ClREBONt 

SUNJAYA PURWADlSASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

ttd 

BABXJ 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maks 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor B Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi dan 'raea Kerja Unil Petaksans 
Teknis Pemberdayaan Perernpuan dan Kclu.arga Berencans 
pada. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarge 
Bereneana, dicabut dan dinya:takan tidak berlaku. 

Pasal 16 

Peraturan Bupati uu rnulai berlaku pada tangga 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkar 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannys 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

6AH1X 
KEPEGAWAIAN 

PasaJ 13 
(1) Kepala UPTD diangkat dan diberhent:ikan oleh Bupat 

atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarai 
administrasi dan kualifikasi berdasarkan 'keterrtuar; 
peraturan perundang-undangan, 

(2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam pelaksanaar 
pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD. 

BABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 
Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dar 
Belanja Daerah dan surnber dana lain yang sah. 

• 

• 



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBO['fTAHUN 2018 NOMOR 35 • SERI D.J 

----...:::,::,,...._ __ < 
RAHMAT SUTRlSNJ • 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, •cu•t11• 2018 

SEKRETARrS DAERAH KABVPATEN CIREBON 

SUNJA'YA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di .aumber 
pada: tanggal 13 Agustus 2018 

EUPATI CIREBON, 

BABXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 
Dengan berlakunya Peraturan Bupau ini, maka 
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 
pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Fasal 16 

Peraturan Bupati tru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Cirebon. 

BAB IX 
KEPEGAWAIAN 

Pasal 13 
(1) Kepala UPTD diangkat d1µ1 diberhentikan oleh Bupati 

atas usul Sekreraris Daerah setelah mernenuhi syarat 
administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kepala UPTD bertanggurtgf awab dalam pelaksanaan 
pernbinaan kepegawaian di lingkup UPTD. 

B:ABX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 
Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah. 

• 

• 



Diurtdangkan di Surnber 
pada tanggal 1, Aeu&t-u,,. 2018 

SEKRETARIS DAE:RAI:i ~UPATEN CIREBON' 

< ~- 
I 

RAHMAT SUTRISNq 

BEF{ITA 'DAERAH ~UPATEN (;l'R,E$0N TA.BUN 2018 NO MOR, 35 SERI D. 3 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di' S;µmber 
pada tanggal' 13 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KEPALA UPTD 

SUB BA GIAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUN.GSIONJ\.l. 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN D,&N 

PE.RLINDUNGAN ANA.K 
TIPEA 

LM1P.LRAN r. PERATURAN BUPATI eIREBON 
NOMOR : 35 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

I' 

• 

• 



BERITA DAERAH KABUPATEN GlREBON TAHUN .2018 NOMOR, 35 SERI D, 3 

SEKRETARIS DAEAAH 'KABUPATEN CIREBON <----=-==-....__ . ,7 · 
RAHMAT SUTRISNC> 

Diundangkan di Sumber 
p_ada tanggal 16 A51,111tus 2018 

SUNJAYA PURWAD1SASTRA 

ttd 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

KEPALA UPTD 

SUB BAG IAN 
TATAUSAHA 

KELOMPOK 
JABA'l'A:N 

FUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGENDALIANPENDUDUK, PEMBERDAY.AAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
TIPEA 

LAMPIRAN I : PIDRAJ'URAN BUPATI CIREBON 
NOMOR : 3.5 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 20.18 

• 

• 



Diundangkan di Suntber 
pada tan_ggal 1~ A1>11stus 20 16 

SEKRETkRIS DAERAH KABUPATEN CIREBONf 
< => 

RAHMAT SUTRIJ • 
BERITA DAERAHKI\BUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMQR,-35 SERI 1),3 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 13 Agustus 2018 

BUPATl OIREBON, 

KEPALAUPTD 

KEL<'.>MPOK JABA:J'AN 
FUNGSIONAL 

lJAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
TIPEB 

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI €IREBON 
NOMOR : ,35 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 2018 

--~------------------ 

• 

• 



SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN CTREBON 
< ~ 

RAHMAT SUTR!SJ • 

BERITADAERAHKABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR, 35 SERI D.3 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal ,, A,:u_Bt-ua 2:>18 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

ttd 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal l3 Agustus 2018 

BUPATI CIREBON, 

KELOMPOK J,ABATAN 
FUNGSlONAL 

KEPALA UPTD 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, J>EMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 
TIPEB 

LAMPIRAN fl : PERATURAN BUPATl CIREBON 
NOMOR : 35 Tahun 2018 
TANGGAL : 13 Agustus 201S 

•• 

• 

• 

---------------------------- 


